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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kebijakan PPh Final yang akan diberlakukan kepada

sektor UMKM akan mengalami benturan dengan Skema Norma Penghitungan Penghasilan Netto bagi

Wajib Pajak Orang Pribadi (Skema I) dan Skema Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Badan sebesar 50% bagi

Wajib Pajak Badan (Skema II), menganalisis kelemahan dari kedua skema yang telah ada, skema PPh Final

yang akan diberlakukan dan kendala yang akan dihadapi bila Skema PPh Final ini diberlakukan. Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Sistem Perpajakan, Insentif Pajak, Cash Economy, Hard-to-Tax, Presumptive Income Tax dan

Konsep UMKM.

Kendala yang dihadapi DJP dalam pelaksanaan Skema I dan Skema II adalah: (a) sulit menjaring pelaku

UMKM, (b) tidak melaksanakan kewajiban pajak, (c) Administrasi Perpajakan yang memberatkan, (d)

kecilnya rasio Petugas Pajak dengan WP terdaftar. Skema penerapan PPh Final kepada sektor UMKM

adalah WPOP dan Badan yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki peredaran bruto dalam setahun

kurang dari Rp. 4.800.000.000, kecuali Pedagang Asongan dan Kaki Lima, merupakan Subjek PPh Final

dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto selama sebulan. Skema Pengenaan PPh Final akan mengalami

benturan dengan pelaksanaan Skema Skema I dan Skema II, karena skema PPh Final tersebut ditujukan

kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang ketentuan kewajiban perpajakannya telah diatur oleh

kedua skema tersebut selain itu dasar hukum yang digunakan dalam PPh Final tersebut tidak tepat. Kendala

yang akan dihadapi DJP atas penerapan Skema PPh Final adalah (a) Potensi kehilangan penerimaan pajak,

(b) Menimbulkan kebingungan bagi WP yang masuk dalam kategori Subjek PPh Final, (c) ketersediaan

petugas pajak dilapangan untuk mensosialisasikan kebijakan ini.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah Memanfaatkan TI sebagai media sosialisasi, pendampingan,

penyederhanaan sistem administrasi perpajakan, menambah jumlah pegawai pajak sebagai. Perlu kejelasan

apakah kebijakan PPh Final ini merupakan suatu pilihan selain Skema I dan Skema II, Mempersiapkan

mekanisme  kontrol  sistem  administrasi  perpajakan.  Mempersiapkan  payung hukum  yang  kuat

mengenai  kedudukan  kebijakan  PPh  Final.  Menggiatkan Program Ekstensifikasi Wajib Pajak, Sosialisasi

dan Menambah jumlah pegawai pajak sebagai solusi untuk mengantisipasi kendala yang akan dihadapi oleh

DJP.

 

<hr>

 

<b>ABSTRACT</b><br>

This study aims to analyze whether the final income tax policy that will be applied to  the  MSMEs  sector

will  experience  a  collision  with  Scheme  Deemed  Net Income for the individual taxpayer (Scheme I) and
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Scheme Facilities Corporate Income  Tax  Rate  Reduction  by  50%  for  Corporate  Taxpayers  (Scheme

II), analyze the drawbacks of two existing schemes, the final income tax scheme would apply and obstacles

that will be encountered if the final income tax scheme is implemented. The method used in this study is

qualitative. The theory used in this study is the Tax System, Tax Incentives, Cash Economy, Hard-to-Tax,

Presumptive Income Tax and Concept MSMEs.

Obstacles encountered in the implementation of the DGT Scheme I and Scheme II are: (a) it is difficult to

capture the perpetrators of MSMEs, (b) no tax obligations, (c) Taxation burdensome, (d) the small ratio of

the Tax Officer with the registered taxpayer. Final Income Tax Scheme application to MSME sector is

Individual Taxpayers and Corporate Taxpayers conducting business with gross turnover in a year is less than

Rp. 4.8 billion, except Asongan and Merchants Street, is subject to final income tax rate of 1% of gross

turnover during the month. Final Income Tax Imposition scheme would clash with the implementation of

the Scheme Scheme I and Scheme II, because the Final Income Tax schemes aimed at the individual

taxpayer and the tax obligation provisions governing body set up by the two  schemes.  Besides  the  legal

basis  used  in  the  final  income  tax  is  not appropriate. Constraints that will be faced by the DGT's final

income tax scheme is the application of (a) the potential loss of tax revenue, (b) Causing confusion for

Taxpayers  that  fall  into the category final  income,  (c) the availability of tax officers in the field to

disseminate this policy.

Efforts to overcome these obstacles are Leveraging IT as a medium of dissemination, facilitation,

simplification of the tax administration system, increasing the number of tax officers. Need clarity whether

this final income tax policy is an option in addition to Scheme I and Scheme II, Preparing tax administration

system control mechanism. Preparing a strong legal framework regarding  the  position  of  final  income

tax  policy.  Taxpayer  extensification program intensified, Socialization and Increase the number of tax

officers as a solution to anticipate obstacles to be faced by the DGT.


